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Putusan MK dan Konfigurasi
Politik Lokal

KEGUSARAN Presiden Joko Widodo pada kasus pun-
gutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan cukup be-
ralasan. Bagaimana tidak, presiden sering mengingatkan
dalam sambutannya agar pelayanan pada masyarakat, in-
vestor harus jadi prioritas. Selain itu, pelayanan publik ter-
bebas dari pungli. Bahkan, presiden mengancam akan
mencopot oknum pegawai atau pejabat yang terlibat pung-
li. Termasuk memberikan tindakan tegas sesuai aturan
hukum yang berlaku.

Namun, peringatan presiden ini dianggap seperti angin
lalu. Malahan, pungli makin merajalela, sehingga mem-
buat presiden sangat marah. Puncaknya, ketika Operasi
Pemberantasan Pungli (OPP) yang dilakukan Polda Metro
Jaya di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Di
mana, OPP ini merupakan perintah langsung presiden
pada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk melaku-
kan tindakan tegas di instansi yang melakukan pelayanan
publik.

Belajar dari kasus di Jakarta ini, menjadi warning bagi
pemerintah daerah atau instansi yang memberikan pelay-
anan pada publik lebih maksimal lagi dalam bekerja. Se-
but saja, mulai dari tingkat RT, lingkungan, lurah/desa hing-
ga pelayanan lainnya sangat rawan terjadinya pungli. Be-
lum lagi, seperti pelayanan dokumen kependudukan, SIM,
STNK, perizinan investasi dan lainnya harus transparan
dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun,
yang terjadi justru sebaliknya.

Di tengah gencarnya upaya pemerintah memperbaiki
masalah pelayanan, pungli masih saja terjadi. Sejumlah
oknum, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sem-
bunyi melakukan pungli untuk memuluskan proses pen-
gurusan dokumen atau perizinan. Jika belum ada shock
therapy yang dilakukan – dengan melakukan penangka-
pan atau dipergok oleh pimpinannya maupun aparat ber-
wenang, tindakan pungli masih belum akan selesai. Pungli
masih terus akan menjadi duri dalam daging atau peng-
hambat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

 Seperti pernyataan Kepala Ombudsman RI Perwak-
ilan NTB, Adhar Hakim, SH, jika pungli di NTB masih
menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan.
Tidak diingkari memang, orang yang berada di bagian
yang melayani perizinan dan berkaitan dengan uang
sudah merasa ‘’nyaman’’ dengan tingkah laku atau per-
buatannya. Oknum-oknum ini seakan tidak peduli, jika
masyarakat atau investor akan kecewa dengan proses
pengurusan izin, asalkan ada duit atau uang yang men-
galir ke kantongnya.

Inilah yang menjadi tugas dari para pengambil kebija-
kan dalam bertindak tegas pada oknum-oknum yang telah
merusak citra lembaga dengan kegiatan pungli yang di-
lakukannya. Di sinilah, ditunggu keberanian kepala daerah
dalam mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum
yang mencari keuntungan pribadi. Namun, jika ada unsur
membiarkan terjadinya pungli tanpa melakukan tindakan
apa-apa, maka masyarakat harus melaporkan ke aparat
penegak hukum. Selain itu, dalam memberantas pungli
bukan hanya pada substansi laporan, tapi bagaimana men-
indaklanjuti agar pungli bisa diselesaikan. Nantinya, kalau
ini sudah ada tindakan tegas, kita berharap tidak ada lagi
pungli yang dilakukan, terutama di sektor pendidikan, per-
izinan, SIM, STNK dan dokumen penting lainnya. Untuk itu,
dalam melawan pungli, kita harus lawan bersama atau
jadikan musuh bersama demi terciptanya pemerintahan
yang bersih, transparan dan semua masyarakat terlayani
dengan baik. Semoga!

ELUM lama ini,
M a h k a m a h
Konstitusi (MK)
memutuskan
bahwa kepala
desa boleh be-
rasal dari luar
desa. Ini meru-

pakan salah satu dari 3 putusan
lembaga pengawal marwah konsti-
tusi tersebut mengenai tuntutan
pembatalan Pasal 50 UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (UU
Desa). Sebagaimana diketahui,
pasca terbitnya UU Desa, persyara-
tan menyebutkan bahwa sebelum
mendaftarkan diri sebagai kepala
desa, seseorang harus merupakan
penduduk asli dan bermukim mini-
mal 6 bulan di desa tersebut.

Terkabulnya judicial review oleh
sejumlah pihak terhadap UU Desa
tahun 2014 berlatar belakang bah-
wa persyaratan di atas telah men-
ciderai prinsip demokrasi. Hak
warga Indonesia dalam mengelola
pemerintahan desa dikesamping-
kan. Peraturan perundang-undan-
gan dianggap melakukan diskrimi-
nasi, sebab berpihak pada satu kel-
ompok (penduduk asli) dan meni-
hilkan keberadaan kelompok lain
(warga luar desa). Dengan demiki-
an, produk legislasi diyakini
kurang adil dan netral dalam mem-
perlakukan setiap warga negara.
Munculnya perbedaan dikotomis
lantaran ia cenderung memilah
warga negara menjadi dua: “anak
emas” dan “anak tiri”.

Seharusnya terbitnya pasal
dalam peraturan perundang-undan-
gan tidak selalu dilihat dengan
“pandangan lurus”. Di negeri ini,
sudah tak terhitung banyaknya kor-
ban kecerobohan hakim (termasuk
hakim MK) yang menilai suatu per-
soalan dengan “kaca mata kuda”.
Padahal, dalam situasi tertentu, ia
mesti dipandang dalam kaca mata
sosial. Dalam konteks inilah, sosi-
ologi hukum yang menampung sisi-
sisi humanis dalam jagat hukum
mendapati relevansinya.

Sosiologi hukum melihat bahwa

Jika orang luar dipaksakan menduduki
kursi kekuasaan desa, maka kepercayaan

warga setempat diragukan.
Sejak berabad-abad silam, mereka

dipimpin oleh penduduk asli.
Selain memegang kekuasaan formal

tertinggi pada tingkat lokal, kepala desa
dianggap sebagai “bapak” yang selalu

menjadi pengayom siapa saja yang
membutuhkan perlindungan

(Latief, 2000).

diperbolehkannya seseorang yang
berasal dari luar desa menjadi ke-
pala desa berimplikasi serius.

Pertama, calon kepala desa yang
kurang memiliki kesadaran berde-
sa dapat menghancurkan kehidu-
pan desa secara perlahan. Hal ini
dikarenakan, kebijakan yang dila-
hirkan tidak berangkat dari penge-
tahuan tentang desa, akan tetapi
berpijak pada rasio an sich. Pada-
hal, selama ini corak kehidupan
desa bersifat unik dan genuine, seh-
ingga tata kelola desa memerlukan
penanganan dan keahlian khusus.
Kebijakan tentang desa harus
senantiasa didasarkan pada keari-
fan, kebajikan, dan local wisdom.

Kedua, dengan segebok uang,
calon kepala desa yang juga pe-
modal mampu dengan leluasa
membeli suara orang-orang kecil.
Ketika berhasil menyelundup
dalam ruang politik lokal dan me-
menangkannya, ia akan menan-
capkan kekuasaan dengan men-

gambil alih sumber-sumber
ekonomi desa. Jika beberapa titik
strategis dan aset lokal berpindah
tangan, maka warga setempat
seakan terusir dari tanah kelahi-
ran. Untuk sekadar menikmati
hasil tanah mereka tentu merasa
kesulitan. Akhirnya, daripada
menjadi penonton pasif lebih baik
mereka menjadi buruh kasar den-
gan upah kecil.

Ketiga, muncul perubahan konfig-
urasi politik lokal. Dengan dibatal-
kannya Pasal 50 UU Desa tahun
2014, mereka yang mencalonkan diri
sebagai kepala desa boleh jadi ber-
tambah. Orang-orang dari luar desa
akan berbondong-bondong mengu-
mumkan bahwa mereka siap men-
jadi pemimpin desa. Persaingan
tidak hanya berlangsung antara war-
ga setempat namun juga warga luar
desa yang menginginkan kehorma-
tan dan kewibawaan. Peluang ek-
splorasi kemampuan dan kreativi-
tas warga menyempit. Imbasnya,

otonomi desa kurang memiliki arti.
Belum lagi masyarakat yang ber-

corak pandang pragmatis akan
merasa diuntungkan, sebab uang
sogok kian melimpah seiring den-
gan bertambahnya calon kepala
desa. Saat pilihan semakin bany-
ak, mereka cenderung abai terhadap
pertimbangan logis. Mereka hanya
berpikir berapa rupiah yang mere-
ka kantongi pada waktu Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) diselengga-
rakan. Bagi mereka, pesta demokra-
si desa merupakan sarana mem-
pertebal isi dompet.

Padahal, dikukuhkannya pen-
duduk asli sebagai calon kepala
desa dalam peraturan perundang-
undangan bukan tanpa alasan. Ke-
tentuan ini berdasarkan pertim-
bangan logis dan matang. Terhadap
desa, mereka dianggap memiliki
ikatan batin yang kuat. Mereka be-
nar-benar mengetahui sejarah desa
dengan segala keistimewaanya.
Dalam menjalankan kehidupan se-
hari-hari, mereka dibekali dengan
akar pengetahuan yang mendalam
tentang seluk-beluk kehidupan
desa. Mereka hafal di luar kepala
mengenai tradisi dan ekologi desa.

Jika orang luar dipaksakan men-
duduki kursi kekuasaan desa, maka
kepercayaan warga setempat dira-
gukan. Sejak berabad-abad silam,
mereka dipimpin oleh penduduk
asli. Selain memegang kekuasaan
formal tertinggi pada tingkat lokal,
kepala desa dianggap sebagai “ba-
pak” yang selalu menjadi pengay-
om siapa saja yang membutuhkan
perlindungan (Latief, 2000).

Jadikan Pungli
Musuh Bersama

Mendikbud Resmikan Klinik di Sumbawa
Sumbawa Besar (Suara NTB)-

Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Mendikbud) RI, Prof. Dr.
Drs. Muhadjir Effendy, M.AP
meresmikan operasional Klinik
Surya Medika PKU Muhammad-
iyah Sumbawa, Kamis (13/10) ke-
marin. Meski masih sebagai po-
liklinik, diharapkan berkelas. Mu-
lai dari pelayanan hingga fasilitas
yang disediakan harus yang terbaik.

“Kami berharap mohon dikelo-
la dengan sungguh-sungguh,
sistem manajemen yang modern
yang bisa punya akuntabilitas
yang baik,” ujarnya.

Mendikbud meyakini para pen-
gelola akan melaksanakan amanah
ini dengan sebaik-baiknya. Tentun-
ya perlu adanya kekompakan dalam
pengelolaannya. Harus saling mem-
bantu, mendukung dan adanya ket-
erbukaan. Kemudian klinik ini di-
harapkan dijadikan sebagai tempat

untuk memberikan pengabdian un-
tuk beribadah dan sumbangan ke-
pada masyarakat luas. Sekaligus
membangun citra positif Muham-
madiah di tengah masyarakat
Sumbawa.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni
Djibril mengapresiasi pembangunan
klinik ini. Upaya meningkatkan ak-
ses masyarakat Sumbawa dalam
memperoleh alternatif dan kemuda-
han pelayanan kesehatan. Disebut-
kannya, sebagai salah satu organisa-
si Islam di Indonesia Muhammad-
iyah sudah banyak memberikan sum-
bangsih yang nyata bagi masyarakat.
Terutama dalam bidang pendidikan
maupun kesehatan.

Di mana begitu banyak sekolah,
perguruan tinggi dan rumah sakit
yang didirikan. Begitu juga di sek-
tror ekonomi. Jaringan amal usa-
ha ekonomi Muhammadiyah baik
yang berbentuk lembaga keuangan

industri, koperasi maupun baitul
tanwil yang tersebar di seluruh In-
donesia telah membantu upaya
pemerintah dalam membangun
ekonomi mikro berbasis kerakya-
tan. “Hari ini Muhammadiyah
kembali mewujudkan komitmen-
nya untuk berkiprah dan mem-
berikan sumbangsih yang nyata
bagi masyarakat. Yakni dengan
telah berdirinya klinik Sinar
Medika PKU Muhammadiyah
Sumbawa,” ujarnya.

Ketua PDM Muhammadiah
Sumbawa, H. Faizal Salim, S.Ag
melaporkan keberadaan klinik Si-
nar Medika PKU Muhammadiyah
Sumbawa ini merupakan wujud
nyata kontribusi perserikatan Mu-
hammadiyah, melalui salah satu
amal usahanya yaitu Universitas
Muhammadiah Malang (UMM)
dalam upaya pembangunan keseha-
tan di Kabupaten Sumbawa. (ind)
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